GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PENGEMBALIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH
(SMK/SMA) DARI KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan salah satu hak warga
Negara, oleh karenanya negara harus mampu menjamin
pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu
pendidikan dan relevansi pendidikan dalam menghadapi
tantangan sesuai dengan perkembangan perubahan
kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga
penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara

terencana, terarah, terpadu, sistematis dan
berkesinambungan dalam satuan sistem pendidikan
nasional;

b. bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan
adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan
meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman,
bertagwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan
masyarakat yang beradab, adil, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan
Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota. Urusan Penyelenggaraan Pendidikan
Menengah menjadi Kewenangan Daerah Provinsi;

d. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,, maka
perlu  menetapkan  Peraturan Daerah  tentang
Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan
Menengah (SMA/SMK) Dari Kabupaten/Kota ke
Pemerintah Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2688);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran .
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Pemerintah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 449);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Menetapkan :

dan
GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBALIAN
KEWENANGAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH
(SMA/SMK) DARI KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH

PROVINSI LAMPUNG.
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BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Lampung.

Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah  Bupati/Walikota beserta

Perangkat Daerah Kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

. Urusan Pemerintahan adalah urusan yang terdiri atas urusan pemerintahan

absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

. Pendidikan adalah usaha sadar dan  terencana untuk mewujudkan

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendaalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

. Lembaga Penyelenggara Pendidikan adalah organisasi dan/atau badan hukum

yang mendapat izin untuk menyelenggarakan satuan pendidikan formal, non
formal maupun informal.

. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar

berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),
atau bentuk lain yang sederajat.

BAB II
KEWENANGAN PROVINSI
Pasal 2 |

Pemerintah Provinsi melaksanakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus
urusan Pendidikan yang meliputi:

a.
b.

C.

Pengelolaan Pendidikan Menengah;

Pengelolaan Pendidikan Khusus;

Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal
pendidikan khusus;

Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;

Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan

Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.



(1)

(2)

Pasal 3

Dalam penyelenggaraan kewenangan pendidikan, Pemerintah Provinsi
merumuskan dan menetapkan kebijakan bidang pendidikan menengah.

Ketentuan lebih lanjut tentang kebijakan penyelenggaran pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban dan pelaporan, pengawasan, dan
pemeriksaan dalam rangka penyelenggaraan urusan pendidikan menengah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

Pemerintahan Daerah Provinsi secara seksama melakukan inventarisasi

personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat
pengalihan urusan kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah
Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi paling lambat bulan Desember 2016.

Serah terima personel, sarana dan prasarana serta dokumen Pendidikan
Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi dilakukan
sesuai dengan waktu dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku.

Pasal 6

Penetapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan kewenangan
pendidikan menengah oleh Gubernur dilakukan paling lambat bulan Juli
2017.

Pengganggaran penyelenggaraan kewenangan pendidikan menengah oleh
Provinsi Lampung dimulai pada Tahun 2017.

BAB IV

' KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur
mengenai penyelenggaraan pendidikan menengah, dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
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Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung. -

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 — 12 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

—~ Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 28 - 12 - 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. SUTONO, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19580728 198602 1 002

—~ ) Salinan sesuaj dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

J

ZULFIKAR, SH, MH.
Pembina Utama Muda

NIP-V@OMZS 199203 1 003

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016 NOMOR 9
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (9/334/2016)
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PENGEMBALIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH
(SMK/SMA) DARI KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH

PROVINSI LAMPUNG

UMUM

Visi sistem pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan
berwibawa mengisyratkan bahwa penyelenggaraan pendidikan pada
pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan
jenis pendidikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat harus
berlangsung sinergis. Visi sistem pendidikan nasional dimaksudkan untuk
memberdayakan semua Warga Negara Indonesia agar berkembang menjadi
manusia yang bekualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan
zaman yang selalu berubah. Dalam era globalisasi dan informasi saat ini,
keterbukaan telah menjadi karakteristik kehidupan yang demokratis, dan hal
ini membawa dampak terhadap kebijakan maupun pelaksanaan
penyelenggaraan pendidikan. Parameter kualitas pendidikan, baik dilihat dari
segi pasokan, proses, dan hasil pendidikan selalu berubah. Tanggung jawab
pendidikan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah,
masyarakat dan orang tua. Oleh sebab itu, pendidikan harus secara terus
menerus perlu ditingkatkan kualitasnya, melalui sebuah pembaruan yang
dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan (stakeholders)
agar mampu mempersiapkan generasi penerus bangsa sejak dini sehingga
memiliki unggulan kompetitif dalam tatanan kehidupan nasional dan global.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Pembagian Urusan Pemerintahan
Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota. Urusan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah menjadi
Kewenangan Daerah Provinsi, maka Pemerintah Provinsi Lampung perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan
Pendidikan Menengah (SMA/ SMK] Dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah
Provinsi Lampung.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4 :
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.



Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 450



